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ABSTRAK 

Histori Artikel: 
 

Pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif 

merupakan upaya penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa Tamilouw 

Kabupaten Maluku Tengah masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan pemahaman 

mengenai demokrasi partisipatif, serta belum optimalnya keterlibatan 

masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, 

serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa. 

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan pra pelaksanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif berupa observasi, 

sosialisasi, penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), diskusi interaktif, dan 

evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi aparatur pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh 

pemuda, dan masyarakat umum di Desa Tamilouw. Hasil kegiatan menunjukkan 

bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai demokrasi partisipatif dan pentingnya keterlibatan warga dalam 

pemerintahan desa. Tingkat keberhasilan kegiatan terlihat dari kehadiran peserta 

yang mencapai lebih dari 80% dari target kegiatan, meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam diskusi dan musyawarah, serta adanya komitmen pemerintah 

desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelibatan masyarakat 

dalam pembangunan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam 

memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, 

dan berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, 

inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek 

pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, penguatan demokrasi partisipatif 

menjadi penting karena mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, 

penyusunan program pembangunan, pengawasan pemerintahan desa, hingga evaluasi kebijakan publik 

desa. Partisipasi masyarakat yang aktif akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih 

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. 

Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat 

partisipasi politik masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan pemilu. Namun demikian, partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan publik masih belum 

optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah 

desa, rendahnya inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai hak dan kewajibannya dalam demokrasi desa. Selain itu, akses informasi politik dan 

pemerintahan desa yang belum merata juga menjadi tantangan dalam memperkuat demokrasi partisipatif 

di tingkat lokal.  

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan pemerintahan desa melalui 

penguatan demokrasi partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga 

menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan demokrasi 

partisipatif dapat dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi hak dan kewajiban warga negara, 

peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengembangan ruang partisipasi masyarakat yang lebih terbuka 

dan inklusif. Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah desa dan 

masyarakat menjadi lebih kolaboratif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. 

Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik 

dan penguatan kapasitas masyarakat desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi warga 

dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian mengenai pendidikan politik masyarakat desa 

yang dilakukan oleh Ruhunlela (2023) di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sosialisasi 

politik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses 

demokrasi desa. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas pengelolaan dusun dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan pada masyarakat Negeri Ety juga memberikan dampak positif terhadap 

kemampuan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa secara partisipatif.  

Kegiatan pengabdian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan 

desa dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Desa Tamilouw. Melalui kegiatan ini, masyarakat 

diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai demokrasi partisipatif, hak politik, serta 

pentingnya keterlibatan dalam musyawarah dan pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini juga 

berkontribusi dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, 

transparan, dan akuntabel melalui sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, 

dan seluruh elemen masyarakat desa. 

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, 

penyuluhan tatap muka, Focus Group Discussion (FGD), diskusi interaktif, serta pemanfaatan media digital 
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sebagai sarana edukasi politik masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar proses pemberdayaan dapat 

berlangsung secara komunikatif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Tamilouw.  

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan penyelenggaraan 

pemerintahan desa.  

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pembangunan, dan pelayanan 

publik.  

3. Memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

transparan dan partisipatif.  

4. Mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan 

desa berkelanjutan. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis dan 

partisipatif untuk mendukung pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif 

di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, 

yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pendekatan yang digunakan 

menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat setempat. 

1. Pra Pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan awal sebelum kegiatan pengabdian 

dilaksanakan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a) Observasi dan Analisis Situasi. Tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi 

kondisi sosial masyarakat, tingkat partisipasi warga, serta permasalahan yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan demokrasi desa. Observasi dilakukan melalui kunjungan lapangan, komunikasi 

dengan pemerintah desa, serta pengumpulan data terkait partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan dan pembangunan desa. 

b) Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan 

pemerintah Desa Tamilouw, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan guna 

membangun kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh 

dukungan kelembagaan serta memastikan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan 

pengabdian. 

c) Penyusunan Materi Sosialisasi dan Edukasi. Tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang 

berkaitan dengan demokrasi partisipatif, hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi politik, 

musyawarah desa, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Materi 

disusun dalam bentuk presentasi, leaflet, dan bahan diskusi agar mudah dipahami oleh masyarakat. 

d) Penentuan Peserta dan Jadwal Kegiatan. Peserta kegiatan terdiri atas aparatur pemerintah desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan 

masyarakat umum. Penentuan jadwal kegiatan dilakukan bersama pemerintah desa agar 

pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. 

 



 
 
 

 
Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif 

 di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah  

(Madubun, et al.) 

 
 

 

 

 

1022  AKSI KITA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

 

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan pelaksanaan terdiri atas beberapa metode berikut: 

a) Sosialisasi dan Penyuluhan. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi secara 

langsung mengenai pentingnya demokrasi partisipatif dalam pemerintahan desa. Materi yang 

diberikan meliputi: 

1) konsep demokrasi partisipatif;  

2) hak dan kewajiban masyarakat desa;  

3) pentingnya musyawarah desa;  

4) partisipasi masyarakat dalam pembangunan;  

5) transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.  

Penyuluhan dilakukan secara interaktif agar masyarakat dapat memahami materi 

dengan baik serta mampu menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka terkait kondisi 

pemerintahan desa. 

b) Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan untuk menggali aspirasi, kebutuhan, serta 

permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diskusi 

dilakukan secara kelompok dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, 

perempuan, dan masyarakat umum. Melalui FGD, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan 

gagasan dan solusi terkait penguatan demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw. 

c) Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab. Diskusi interaktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini peserta dapat mengajukan 

pertanyaan, memberikan masukan, serta mendiskusikan praktik demokrasi desa yang selama ini 

berjalan di lingkungan mereka. 

d) Pemanfaatan Media Informasi. Sebagai bentuk penguatan edukasi masyarakat, kegiatan juga didukung 

melalui penggunaan media informasi seperti leaflet, media sosial, dan grup komunikasi masyarakat 

desa. Pemanfaatan media informasi bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi mengenai 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. 

3. Evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian serta 

mengukur tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat setelah kegiatan dilaksanakan. 

a) Evaluasi Partisipasi Peserta. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat kehadiran, keterlibatan peserta 

dalam diskusi, serta antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung. Tingginya partisipasi 

peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian. 

b) Evaluasi Pemahaman Masyarakat. Tim pengabdian melakukan evaluasi melalui sesi diskusi akhir dan 

tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap materi demokrasi 

partisipatif, tata kelola pemerintahan desa, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan desa. 

c) Identifikasi Tindak Lanjut. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak 

lanjut bagi pemerintah desa dan masyarakat. Tindak lanjut yang direncanakan meliputi penguatan 

forum musyawarah desa, pelaksanaan pendidikan politik berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi 

antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa. 
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d) Penyusunan Laporan Kegiatan. Tahap akhir evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat yang memuat proses pelaksanaan, hasil kegiatan, hambatan yang 

dihadapi, serta rekomendasi pengembangan program pemberdayaan pemerintahan desa di masa 

mendatang. 

          

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui 

Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan sebagai 

upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

demokrasi desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

sebagaimana telah dijelaskan pada metode pelaksanaan. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat keterlibatan warga dalam 

musyawarah desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif. 

 

1. Tahap Pra Pelaksanaan 

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan identifikasi kondisi sosial masyarakat Desa 

Tamilouw. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 

tergolong cukup tinggi, namun partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa masih belum 

optimal. Masyarakat cenderung aktif saat pemilihan umum, tetapi keterlibatan dalam musyawarah desa, 

pengawasan pembangunan, dan penyampaian aspirasi masih terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif serta keterbatasan akses informasi 

pemerintahan desa.  

Selain observasi, tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Koordinasi 

ini bertujuan untuk membangun dukungan bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil koordinasi 

menunjukkan adanya respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap program penguatan 

demokrasi partisipatif. 

Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat desa. Materi difokuskan pada: 

1. Demokrasi partisipatif desa;  

2. Hak dan kewajiban masyarakat desa;  

3. Musyawarah desa;  

4. Transparansi pemerintahan desa;  

5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.  

Materi kemudian dikemas dalam bentuk presentasi PowerPoint, leaflet edukasi, dan bahan diskusi 

interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
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Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi, penyuluhan, Focus Group Discussion 

(FGD), dan diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Tamilouw dengan melibatkan aparatur 

desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum. 

 

2.1 Sosialisasi Demokrasi Partisipatif 

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya demokrasi partisipatif 

dalam pemerintahan desa. Tim pengabdian menjelaskan bahwa demokrasi desa tidak hanya terbatas pada 

pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan desa. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya keterlibatan 

masyarakat dalam pemerintahan desa. Masyarakat juga mulai menyadari bahwa musyawarah desa 

merupakan ruang penting untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan desa. 

Tabel 1 menunjukkan kondisi partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan. 

 

Tabel 1. Tingkat pemahaman dan partisipasi Masyarakat 

No Indikator Sebelum Kegiatan Sesudah Kegiatan 

1 Pemahaman tentang demokrasi partisipatif Rendah Meningkat 

2 Partisipasi dalam musyawarah desa Kurang aktif Lebih aktif 

3 Pemahaman hak dan kewajiban warga Terbatas Meningkat 

4 Kesadaran pengawasan pembangunan desa Rendah Mulai berkembang 

5 
Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan 

desa 
Sedang Tinggi 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan tata kelola pemerintahan desa. 

 

2.2 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan untuk menggali aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Diskusi berlangsung secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. 

Hasil FGD menunjukkan beberapa permasalahan utama, yaitu: 

1. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai program dan anggaran desa;  

2. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam musyawarah desa;  

3. Masih terbatasnya pendidikan politik masyarakat;  

4. Kurangnya media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.  

Selain mengidentifikasi masalah, FGD juga menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu: 

1. Perlunya sosialisasi demokrasi desa secara berkelanjutan;  

2. Optimalisasi musyawarah desa sebagai forum partisipatif;  

3. Pemanfaatan media sosial desa untuk transparansi informasi;  

4. Peningkatan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa.  
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Kegiatan FGD memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. 

Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keberanian masyarakat 

dalam menyampaikan aspirasi. 

 

2.3 Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab 

Diskusi interaktif menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam kegiatan ini. Peserta 

menunjukkan antusiasme tinggi melalui pertanyaan dan diskusi terkait: 

a) mekanisme musyawarah desa;  

b) pengelolaan dana desa;  

c) hak masyarakat dalam pengawasan pembangunan;  

d) dan transparansi pemerintahan desa.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami materi ketika diberikan contoh 

kasus yang dekat dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan komunikatif dan penggunaan 

bahasa sederhana juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang 

disampaikan. 

 

3. Hasil Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian yang telah 

dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, diskusi akhir, serta identifikasi 

perubahan pemahaman masyarakat setelah kegiatan berlangsung. 

Hasil evaluasi menunjukkan: 

1. Tingkat kehadiran peserta mencapai lebih dari 80% dari target peserta kegiatan;  

2. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung;  

3. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif;  

4. Peserta mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam musyawarah desa;  

5. Pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi informasi desa.  

Tabel 2 menunjukkan hasil capaian kegiatan pengabdian. 

 

Tabel 2. Capaian hasil kegiatan pengabdian 

No Kegiatan Hasil yang Dicapai Tingkat Keberhasilan 

1 Sosialisasi demokrasi partisipatif Meningkatnya pemahaman 

masyarakat 

Tinggi 

2 Focus Group Discussion Meningkatnya keterlibatan 

peserta 

Tinggi 

3 Diskusi interaktif Meningkatnya keterlibatan 

peserta 

Tinggi 

4 Edukasi hak dan kewajiban warga Bertambahnya kesadaran politik 

masyarakat 

Sedang–Tinggi 

5 Penguatan komunikasi desa Meningkatnya komitmen 

transparansi desa 

Sedang 
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Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam pemerintahan desa. 

 

4. Perbandingan dengan Kegiatan Sejenis 

Kegiatan pengabdian ini memiliki kesamaan dengan program pendidikan politik masyarakat desa 

yang pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, kegiatan ini memiliki 

keunggulan karena tidak hanya berfokus pada pendidikan politik, tetapi juga mengintegrasikan penguatan 

kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 

Keunggulan kegiatan ini antara lain: 

1. Menggunakan pendekatan partisipatif melalui FGD dan diskusi interaktif;  

2. Melibatkan berbagai unsur masyarakat desa secara inklusif;  

3. Memadukan edukasi demokrasi dengan tata kelola pemerintahan desa;  

4. Menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterapkan pemerintah desa.  

Adapun kekurangan kegiatan ini adalah: 

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang masih terbatas;  

2. Belum optimalnya pemanfaatan media digital desa;  

3. Masih diperlukan pendampingan berkelanjutan agar perubahan partisipasi masyarakat dapat 

berlangsung secara konsisten.  

Meskipun demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran 

demokrasi masyarakat dan memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dan Masyarakat 

 

5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian 

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi demokrasi partisipatif dilakukan melalui penyampaian materi kepada 

masyarakat Desa Tamilouw mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa, 

musyawarah desa, dan pembangunan desa. Kegiatan ini melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh 

pemuda, dan masyarakat umum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw 
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Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dari observasi awal, koordinasi dengan 

pemerintah desa, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan penyuluhan dan FGD, hingga evaluasi 

kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat 

 

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena 

mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan hak masyarakat dalam 

pemerintahan desa. Kegiatan diskusi tersebut ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diskusi interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat desa 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui 

Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah telah dilaksanakan 

dengan baik melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Program pengabdian ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat 

keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang 
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lebih transparan dan partisipatif. 

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, diskusi, dan Focus Group Discussion (FGD). 

Selain itu, masyarakat mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan 

pembangunan, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah desa. 

Tingkat keberhasilan kegiatan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: 

1. Tingkat kehadiran peserta kegiatan mencapai lebih dari 80% dari target yang direncanakan;  

2. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan hak serta 

kewajiban warga desa;  

3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab;  

4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan desa;  

5. Tersusunnya rekomendasi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terkait penguatan 

demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw.  

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan 

FGD mampu menjadi metode yang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat hubungan 

kolaboratif antara pemerintah desa dan warga. Penguatan demokrasi partisipatif tidak hanya meningkatkan 

kualitas pemerintahan desa, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih inklusif dan 

berkelanjutan. 

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada 

durasi pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat serta belum optimalnya pemanfaatan media digital desa 

sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan 

agar penguatan demokrasi partisipatif dapat berlangsung secara berkelanjutan. 

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah: 

1. Melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi demokrasi desa secara berkala dan berkelanjutan;  

2. Mengembangkan media informasi digital desa untuk meningkatkan transparansi pemerintahan 

desa;  

3. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dan kelompok perempuan dalam musyawarah desa dan 

pembangunan desa;  

4. Melakukan pendampingan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan partisipatif;  

5. Memperluas kegiatan pengabdian ke desa-desa lain di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya 

penguatan demokrasi lokal berbasis masyarakat 
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